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ABSTRAK 

 

Pemidanaan sanksi tambahan dalam tindak pidana korupsi merupakan hal seharusnya 

ada dalam aturan di Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal tersebut 

dikarenakan besarnya dampak tindak pidana korupsi yang ditimbulkan. Penurunan sanksi 

merupakan wujud runtuhnya, sehingga efektifitas hukum pemidanaannya pun dipertanyakan. 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan 

penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi belum maksimal 

dalam pengembalian kerugian keuangan serta model pemidanaan seperti apa yang dapat 

diterapkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian 

keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat dilaksanakan secara optimal 

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan 

mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan 

teknik kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan penerapan ancaman 

sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi belum maksimal dalam pengembalian 

kerugian keuangan adalah adanya kendala faktor hukum yaitu masih belum terakomodirnya 

pemidanaan tindak pidana korupsi, faktor penegak hukum yaitu kewenangan yang tumpah 

tindih antar penegak hukum, serta faktor masyarakat seolah mempertahankan eksistensi hasil 

pidana korupsi. selain itu, adanya disparitas pemidanaan menimbulkan ketidakpastian hukum 

atas pemidanaan tambahan uang pengganti. Selain itu, ketidakmaksimalan tersebut terjadi 

karena adanya penyembunyian aset, dimana banyak koruptor telah memindahkan aset ke luar 

negeri atau atas nama orang lain sebelum tertangkap. Batasan pembuktian "harta yang 

dinikmati" merupakan faktor ketidakmasksimalan lainnya disampung  terpidana sering kali 

lebih memilih menambah masa penjara beberapa tahun daripada membayar uang pengganti 

senilai puluhan miliar rupiah. Model pemidanaan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan 

sanksi pidana tambahan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal adalah dengan 

menjadikan kerugian negara dimasukan dalam konteks delik formal. Oleh karena itu, 

kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang 

mengarah adanya potensi kerugian negara dan tidak perlu kerugian negara itu secara nyata 

telah terjadi. Selain itu, Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diarahkan 

menjadi sebuah kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 

“kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan 
kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Arahan tersebut diarahkan pula pada pelaksanaan 

harm focos dalam penegakan hukum pidana atas tindak pidana korupsi, disamping negara 

gugatan perdata dapat dilakukan pula.  

 

Kata Kunci: Sanksi Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan 

Negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Penelitian 

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang rumit. 

Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi, baik lingkungan 

masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dapat berupa penyelewengan, 

penyalahgunaan jabatan ataupun suap dan pemerasan. Bahkan menjadi makelar kasus 

(markus) Kondisi seperti ini tentu saja menimbulkan sikap apatis dari masyarakat 

kepada pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Cibiran sinis terhadap Indonesia 

mengatakan bahwa korupsi adalah satu jenis kejahatan yang tanpa pelaku (crime 

without offender) mengingat hanya sedikit pelaku korupsi yang sampai diadili di 

pengadilan. Sepanjang tahun 2024, Per 31 Mei 2024, KPK telah menangani 93 

perkara tindak pidana korupsi dengan 100 tersangka. Dari 93 perkara tersebut, 50 

perkara di antaranya telah dieksekusi oleh KPK1.  

Persoalan penyelesaian kasus korupsi harus benar-benar menjadi prioritas 

dari pemerintah, sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan basic economic and 

economic life of the nation. Selain itu untuk menumbuhkan kepercayaan investor 

asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, bahwa hukum benar-benar 

ditegakkan tanpa diskriminasi. Spirit pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan 

komitmen bersama, dan korupsi sudah merupakan public  enemy. 

Sebagai gambaran bahwa korupsi sudah merupakan public enemy dan 

mendapat perhatian dunia internasional dapat dilihat pada pertemuan-pertemuan yang 

bersifat internasional tentang penannggulangan kejahatan korupsi.  Perhatian dan 

usaha penanggulangan bentuk kejahatan korupsi sangat diprioritaskan karena 

dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa, 

merintangi tercapainya tujuan nasional, merongrong penggunaan sumber-sumber 

nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan 

aparatur negara dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas 

lingkungan hidup2.  

Kebijakan legislasi nasional pun komitmen untuk memberantas korupsi 

dapat dilihat pada konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851, untuk selanjutnya disingkat Undang-undang No. 28 Tahun 

1999) dalam Konsideran huruf c menegaskan bahwa KKN tidak hanya dilakukan 

antara penyelenggara negara, melainkan juga antar penyelenggara negara dengan 

pihak lain yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan 

hukum untuk pencegahannya. 

 
1“Sepanjang 2024, KPK Tangani 93 Kasus Korupsi”, diakses melalui 

https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxaG8-sepanjang-2024-kpk-tangani-93-kasus-korupsi, pada tanggal 11 

Desember 2024 
2 Yana Sahyana, Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum 

Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus 

Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 8, No 1, 2020,  hlm.133. 

https://www.metrotvnews.com/tag/25/korupsi
https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxaG8-sepanjang-2024-kpk-tangani-93-kasus-korupsi
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Usaha-usaha yang ditempuh dalam memberantas korupsi adalah 

menyangkut masalah penegakan hukum pidana, Masalah penegakan hukum pidana 

terkait dengan masalah kebijakan yang diambil yaitu kebijakan hukum pidana atau 

politik kriminal/penal policy, criminal law policy3 Melaksanakan politik hukum 

pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan 

pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, atau 

melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk 

masa-masa yang akan datang4.  

Di berbagai negara di dunia, pola-pola penanganan kasus-kasus korupsi 

dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ancaman 

hukuman bagi para pelaku korupsi. Peningkatan ancaman hukuman terhadap para 

pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah action 

dari politik kriminal (criminal politic), yang menurut G Peter Hoinagels dapat 

dilakukan dengan5:  

1. penerapan hukum pidana (criminal law application)  

2. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)  

3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment 

through mass media).  

Peningkatan ancaman dari keberadaan tinda pidana korupsi tersebut 

dilakukan karena keberadaan tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian keuangan 

negara, yang mana hal tersebut berakibat pada pembangunan negara yang tidak 

berjalan dan tentunya dapat mengganggu upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal 

yang harus diketahui, penanganan kasus korupsi sepanjang 2020-2024, KPK telah 

berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp2,49 triliun. Khusus tahun 2024 

sendiri, pemulihan aset yang berhasil dilakukan adalah sebesar Rp677,59 miliar6. 

Dilain sisi, satu kasus besar dengan nominal kerugian keuangan negara yang sangat 

besar dilekatkan pada pengusaha Harvey Moeis yang dihukum 12 tahun penjara 

dalam kasus korupsi tata kelola timah. Salah satu hal memberatkan ialah kasus ini 

menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 300 triliun7. 

Permasalahan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara pada 

dasarnya dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan 

instrumen perdata8. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta 

benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh 

Hakim. Instrumen perdata di lakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi 

yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli 

 
3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm. 

27 
4 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana, (Penal Policy) 

Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 4 
5 G Peter Hofnagels dalam Ismansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam 

Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Demokrasi Vol. VI No. 2 Tahun. 2007, hlm 44 
6 “Menkeu Sri Mulyani di Hari Antikorupsi Sedunia: Tumbuhkan Integritas, Tolak Korupsi dengan 

Tegas!”, edisi 10 Desember 2024, diakses melalui, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-

publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-di-peringatan-hakordia-2024, pada tanggal 11 Desember 2024 
7 "Negara Rugi Rp 300 T Bikin Kian Berat Tuntutan Bui ke Harvey Moeis", edisi 10 Desember 2024, 

diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-7679380/negara-rugi-rp-300-t-bikin-kian-berat-tuntutan-bui-ke-

harvey-moeis, pada tanggal 11 Desember 2024 
8 Eddy O.S Hiariej, dalam Kristwan Genova Damanik, Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara 

Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, hlm 2   

https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-di-peringatan-hakordia-2024
https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-di-peringatan-hakordia-2024
https://news.detik.com/berita/d-7679380/negara-rugi-rp-300-t-bikin-kian-berat-tuntutan-bui-ke-harvey-moeis
https://news.detik.com/berita/d-7679380/negara-rugi-rp-300-t-bikin-kian-berat-tuntutan-bui-ke-harvey-moeis
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warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan 

karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah. 

Dalam putusan Pengadilan Negeri, selain pidana pokok biasanya hakim 

juga memutuskan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan dalam tindak 

pidana korupsi, secara tekstual telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 dan 18 secara garis 

besar menetapkan9:  

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang 

berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan 

untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, 

pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau 

sebagaian keuntungan tertentu 

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat 

disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut 

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang 

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah 

ditentukan putusan pengadilan 

Pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari 

upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang 

dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini 

ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lebih lengkap. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan 

dalam tindak pidana korupsi belum maksimal untuk pengembalian kerugian 

keuangan? 

2. Bagimana model pemidanaan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan sanksi pidana 

tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi 

sehingga dapat dilaksanakan secara optimal?  

 

C. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoretis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

usaha mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada 

khususnya dalam menyikapi permasalahan  penerapan ancaman sanksi pidana 

tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. 

2.  Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

permasalahan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian 

kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, sehingga ketika terdapat 

suatu kekeliruan atau pun ketiadaan jalan yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dapat dibuatkan aturan yang baru atau menguatkan aturan yang telah ada 

 
9 Inggrid Pilli, Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen 

Vol. IV No. 6, 2015, hlm 169 
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mengenai penjelasan permasalahan pidana tambahan yang tidak ada dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan . 

 

D. Metode Penelitian  

Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.  

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai 

dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu 

jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut 

suatu rencana tertentu . Metode yang dapat  digunakan adalah sebagai berikut: 

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai 

dengan penggunaan metode.  

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan 

menggambarkan secara sistematis permasalahan yang akan diteliti sekaligus 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktik pelaksanaanya,  Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu 

menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengani fakta-fakta 

melalui pendekatan peraturan perundang-undangan . 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara 

meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya 

dalam praktik.  Namun demikian, guna menjadikan analisis menjadi lebih sempurna 

maka diperlukan penelitian hukum yang mampu mendatangkan perubahan dan 

keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu, yaitu penelitian hukum yang 

melibatkan partisipasi masyarakat dan menawarkan berbagai solusi bagi 

permasalahan yang dihadapi .  Penelitian hukum dengan karakteristik seperti ini 

disebut sebagai penelitian hukum transformatif-partisipatoris . 

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris dilakukan pula dalam penulisan 

disertasi ini, dengan penggunaan pendekatan sociolegal. Pendekatan ini melibatkan 

berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk menganalisis keberadaan hukum 

positif (hukum yang berlaku di negara). Pendekatan socio-legal dianggap penting 

karena dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum 

dalam masyarakat 

Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan hukum terkait dengan 

penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan 

negara dalam tindak pidana korupsi. Perbandingan hukum dilakukan terhadap 

hukum positif di beberapa negara yaitu antara lain, Singapura dan Korea Selatan. 

Singapura dipilih karena memiliki sosial politik yang hampir serupa, yaitu sama-

sama merupakan negara Asia Tenggara, namun demikian negara Singapura 

merupakan penganut common law yang secara teritorial merupakan negara tetangga 

Indonesia dan apabila dilihat dikaji dari sisi sejarah Singapura “berguru” pada 

Indonesia dalam pembangunan negaranya, namun disisi fakta dapat dikatakan 

Singapura lebih baik pembangunannya dibanding Indonesia, dengan sistem E-

government sebagai aplikasi dari segala kegiatan bernegara.   

. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 
 
 

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan 

Dalam Tindak Pidana Korupsi Belum Maksimal Untuk Pengembalian Kerugian 

Keuangan 

Pemidanaan merupakan salah satu alur yang dilalui dalam prosedur penyelesaian perkara 

tindak pidana sekaligus sebagai konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh seseorang 

yang terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan teori hukum integratif, selain 

dimaksudkan untuk mencegah repetisi atau pengulangan tindak pidana, penjatuhan 

hukuman juga ditujukan untuk memperbaiki (recovery) perilaku pelaku kejahatan serta 

untuk memberikan balasan atas tindak pidana yang dilakukannya. Teori hukum integratif 

menggambarkan bahwa organisatoris dalam masyarakat harus didasarkan pada sistem 

norma, kaidah, dan nilai berdasarkan Pancasila. Namun, dalam praktiknya korupsi masih 

marak terjadi di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa pemidanaan menggunakan 

integrative theory/teori gabungan yang didasarkan pada hukuman berdasarkan pada 

tujuan/retributive/pembalasan dan tujuan/relative, masih belum mumpuni untuk 

menjerakan pelaku kejahatan, termasuk koruptor. Dengan demikian, diperlukan sebuah 

reformasi atau perubahan terkait pemidanaan bagi koruptor melalui absolute theory yang 

memfokuskan penjatuhan pidana pada aspek pembalasan  

Absolute theory atau teori absolut atau yang sering disebut dengan teori pembalasan pada 

hakikatnya adalah teori yang mengutamakan adanya pembalasan kepada si pelaku dan 

tidak berfokus kepada adanya pembinaan kepada si pelaku kejahatan. Standar dasar 

justifikasi teori ini adalah terletak pada aspek kejahatan itu sendiri. Penulis memandang 

hukum harus bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang semakin progresif. Hal 

ini linier dengan bagaimana teori hukum progresif agar hukum itu juga berubah untuk 

bisa menyesuaikan dengan keadaan atau zaman dengan kata lain bahwa harus ada 

terobosan-terobosan hukum agar hukum itu tidak statis melainkan dinamis. Pemahaman 

tentang hukum progresif adalah menjadi ebuah jalan keluar baru untuk menyikapi kasus 

korupsi. Hakim dalam mengambil keputusan harus lebih menggunakan pendekatan 

progresif dengan alasan bahwa korupsi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

berkaitan dengan keadilan khalayak ramai dan beragam dampak fatal yang ditimbulkan. 

Hal yang harus dipahami, masalah pembangunan dan penegakan hukum merupakan 

masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan 
internasional. Masalah ini akan selalu dan selalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih 

mengakui adanya negara hukum dan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai 

salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan 

bermasyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah ”wibawa hukum” dan 

”pemerintahan yang bersih dan berwibawa” sedang mendapat tantangan dan sorotan 

tajam.   

Dilihat dari sudut lembaga pendidikan hukum yang berperan membentuk kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum, maka ”peningkatan wibawa hukum” 

lebih patut diartikan sebagai ”peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

penegakan hukum”. Dengan adanya ”peningkatan kualitas penegakan hukum” 

diharapkan ada ”peningkatan wibawa hukum”. Meningkatnya kualitas penegakan hukum 

tentunya juga diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan ”kualitas pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa” serta meningkatkan ”kualitas lingkungan hidup/kualitas 

kehidupan bermasyarakat”.  
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Masalah pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya juga 

merupakan masalah penegakan hukum. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi 

kendala pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana 

korupsi, menurut Satjipto Rahardjo, ada dua fungsi yang dapat dimainkan oleh hukum 

yakni hukum sebagai social control, dan hukum sebagai social engineering. Selanjutnya 

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai kontrol sosial mengandung arti 

bahwa bertugas untuk menjaga masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku 

yang telah diterima olehnya.  

Dalam rangka perspektif hukum sebagai social control, fungsi utama sistem hukum 

bersifat integratif. Maksudnya hukum untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial. 

Tanpa hukum, masyarakat bisa menjadi homo homini lupus (manusia yang satu menjadi 

serigala bagi manusia lainnya). Tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol 

sosial dari hukum sebagai sarananya. 

Dalam fungsinya sebagai a tool of social engineering memberikan dasar bagi 

kemungkinan hukum dipergunakan untuk mengadakan perubahan masyarakat. Hukum 

dalam perspektif social engineering-lah yang paling banyak diper-gunakan oleh para 

pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobili-sasikan dengan 

menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Upaya pengendalian sosial dengan 

menggunakan hukum sebagai sarananya itulah, oleh Roscou Pound disebut social 

engineering (rekayasa sosial). 

B. Model Pemidanaan Yang Dapat Diterapkan Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana 

Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana 

Korupsi Sehingga Dapat Dilaksanakan Secara Optimal 

Namun demikian, implementasi perampasan aset negara sering kali menghadapi berbagai 

tantangan, baik dari segi keadilan, manfaat, maupun kepastian hukum. Pertama, dari sisi 

keadilan, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana proses hukum dapat memastikan 

bahwa hanya aset yang benar-benar terkait dengan tindak pidana yang disita atau 

dirampas, tanpa melanggar hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Kedua, dari sisi 

manfaat, perampasan aset harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kepastian hukum menjadi faktor kunci 

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang selama proses perampasan aset, 

yang dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem 

hukum  

Implementasi perampasan aset negara di Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi 

menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perampasan aset negara merupakan 

salah satu strategi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah ini tidak hanya 

bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan efek jera 

bagi pelaku kejahatan korupsi. Namun, implementasi perampasan aset di Indonesia 

masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Ketiadaan 

regulasi khusus menjadi kendala utama yang memperlambat proses hukum, terutama 

dalam kasus di mana pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum putusan 

pengadilan dijatuhkan.  

Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks sering kali menyebabkan aset 

yang seharusnya segera dipulihkan menjadi tertunda, mengurangi dampak positif bagi 

masyarakat. Tantangan lainnya mencakup rendahnya kerja sama internasional dalam 

pelacakan dan pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri, keterbatasan 

kapasitas aparat penegak hukum, serta kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi 

manusia dalam proses perampasan aset Selain itu, aspek politik dan legislasi, seperti 

resistensi terhadap RUU Perampasan Aset, juga memperlambat langkah reformasi 

hukum yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat : 
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1. Ketiadaan Regulasi Khusus. Saat ini, Indonesia belum memiliki undangundang 

khusus yang mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan (NonConviction Based 

Asset Forfeiture - NCB). Ketiadaan regulasi ini menghambat upaya pemulihan aset 

yang diperoleh dari tindak pidana, terutama ketika pelaku melarikan diri atau 

meninggal dunia sebelum proses hukum selesai. Tanpa regulasi NCB, perampasan 

aset harus melalui proses pidana yang panjang dan kompleks. Hal ini menyulitkan 

pemulihan aset, terutama jika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika 

bukti tidak cukup untuk penuntutan pidana. Meskipun terdapat beberapa peraturan 

yang mengatur perampasan aset, seperti dalam UU Tipikor, mekanismenya masih 

terbatas dan belum mencakup perampasan aset tanpa pemidanaan.  

2. Proses Hukum yang Panjang dan Kompleks. Proses perampasan aset melalui 

mekanisme pidana di Indonesia seringkali memakan waktu lama dan prosedur yang 

rumit. Hal ini menyebabkan aset yang seharusnya dapat segera dipulihkan menjadi 

tertunda, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan data 

Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 

Rp238,14 triliun sejak 2013-2022. Tanpa adanya regulasi khusus seperti UU 

Perampasan Aset, upaya pemulihan kerugian negara menjadi kurang optimal. 

Meskipun praktik perampasan aset telah ada sejak lama, tanpa adanya regulasi yang 

komprehensif, proses hukum yang panjang dan kompleks tetap menjadi tantangan 

dalam upaya pemulihan aset negara. 

3. Kurangnya Kerja Sama Internasional. Banyak aset hasil tindak pidana korupsi 

disembunyikan di luar negeri. Kurangnya perjanjian bantuan hukum timbal balik 

(mutual legal assistance) dengan negara lain menyulitkan proses pelacakan dan 

perampasan aset yang berada di yurisdiksi asing. Sebagian besar aset hasil korupsi 

sering disembunyikan di luar negeri. Indonesia perlu memperkuat perjanjian bantuan 

hukum timbal balik dengan negara-negara lain, terutama yang menjadi surga bagi aset 

koruptor. Terdapat penekanan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan harus 

dilakukan secara transparan dan menghormati hak asasi manusia, serta pentingnya 

kerja sama internasional dalam implementasinya. Meskipun Indonesia telah 

meratifikasi UNCAC, implementasi strategi utama seperti kriminalisasi, pemulihan 

aset, dan kerja sama internasional belum optimal. Pelaksanaan pemulihan aset atas 

aset yang berada di luar negeri harus dilakukan melalui kerja sama MLA. Untuk 

mendukung kerja sama ini, Indonesia perlu aktif membuat perjanjian MLA secara 

bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas 

internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara 

lain. 

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak 

hukum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, 

teknologi, dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melacak, mengidentifikasi, dan 

merampas aset hasil tindak pidana secara efektif. Jumlah jaksa yang tersedia sering 

kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Hal ini diperparah 

dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai, sehingga 

beberapa jaksa mungkin kurang memiliki keahlian khusus dalam menangani 

kasuskasus tertentu 

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan perampasan aset tanpa 

pemidanaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak melanggar hak 

asasi manusia, seperti hak atas kepemilikan dan proses hukum yang adil. 

Kekhawatiran akan potensi pelanggaran HAM menjadi tantangan dalam implementasi 

kebijakan ini. Perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali 

berdampak pada pihak ketiga yang beritikad baik. Kurangnya regulasi yang 
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memberikan perlindungan khusus bagi mereka dapat menyebabkan pelanggaran hak 

kepemilikan yang dijamin oleh HAM.  

6. Tantangan Politik dan Legislasi. Proses legislasi untuk mengesahkan RUU 

Perampasan Aset menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk perbedaan 

pandangan di antara pembuat kebijakan dan resistensi dari pihakpihak yang 

berkepentingan 

7. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Publik. Rendahnya kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya perampasan aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi 

mengakibatkan minimnya partisipasi publik dalam mendukung dan mengawasi proses 

ini. 

Berdasarkan perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di 

Indonesia dan Singapura, dikatehaui bahwa masing-masing negara memiliki pendekatan 

hukum yang berbeda. Hal ini mencakup perbedaan dalam undang-undang yang mengatur 

perampasan aset, proses pengadilan, serta kewenangan lembaga penegak hukum. 

Singapura memiliki lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam 

menangani kasus korupsi, sedangkan di Indonesia terdapat beberapa lembaga KPK, 

Kepolisian dan kejaksaan yang bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Kedua negara menunjukkan upaya kerja sama internasional dalam melacak, menyita, dan 

mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal melalui korupsi. Hal ini menunjukkan 

pentingnya kolaborasi lintas batas dalam pemberantasan korupsi dan perampasan aset 

hasil tindak pidana korupsi. Ada evolusi dalam perubahan undang-undang terkait korupsi 

di masing-masing negara, menunjukkan upaya untuk memperkuat kerangka hukum 

dalam memberantas korupsi. Singapura menonjolkan pentingnya independensi lembaga 

penegak hukum dan kewenangan yang luas untuk menyelidiki, menuntut, dan 

mengambil tindakan terhadap kasus korupsi, termasuk perampasan aset hasil korupsi. 

Hal ini seharusnya diadopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia, dimana integrasi 

penegakan hukum merupakan hal yang wajib, sehingga tumpang tindih aturan atas 

kewenangan masing-masing penegak hukum tiadk terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

BAB III 

KESIMPULAN 

 

 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam 

tindak pidana korupsi belum maksimal dalam pengembalian kerugian keuangan 

adalah adanya kendala faktor hukum yaitu masih belum terakomodirnya pemidanaan 

tindak pidana korupsi, faktor penegak hukum yaitu kewenangan yang tumpah tindih 

antar penegak hukum, serta faktor masyarakat seolah mempertahankan eksistensi 

hasil pidana korupsi. selain itu, adanya disparitas pemidanaan menimbulkan 

ketidakpastian hukum atas pemidanaan tambahan uang pengganti. Dari faktor hukum 

itu sendiri, keberadaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 menganai pembayaran uang pengganti sebagai pelaksana 

pembayaran uang pengganti belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, 

ketidakmaksimalan tersebut terjadi karena adanya penyembunyian aset, dimana 

banyak koruptor telah memindahkan aset ke luar negeri atau atas nama orang lain 

sebelum tertangkap. batasan pembuktian "harta yang dinikmati" merupakan faktot 

ketidakmasksimalan lainnya disampung  terpidana sering kali lebih memilih 

menambah masa penjara beberapa tahun daripada membayar uang pengganti senilai 

puluhan miliar rupiah. 

2. Model pemidanaan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tambahan 

sehingga dapat dilaksanakan secara optimal adalah dengan menjadikan kerugian 

negara dimasukan dalam konteks delik formal. Oleh karena itu, kerugian negara 

secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah 

adanya potensi kerugian negara dan tidak perlu kerugian negara itu secara nyata telah 

terjadi. Selain itu, Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diarahkan 

menjadi sebuah kebijakan criminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, 

yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Arahan tersebut diarahkan 

pula pada pelaksanaan harm focos dalam penegakan hukum pidana atas tindak pidana 

korupsi, disamping negara gugatan perdata dapat dilakukan pula 
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